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PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan misi yang ke-6 RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 yaitu Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintah yang Bersih, Transparan, Tidak KKN dan Berorientasi pada Pelayan Publik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki visi antara lain :

“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Daerah yang Profesional dan Bermartabat”.
Visi ini mengandung harapan :
· Pengelolaan managemen kepegawaian yang profesional, efektif, efisien,  bebas pungli dan memiliki integritas yang tinggi.

· Pelayanan kepegawaian satu pintu berbasis elektronik, sebagai wujud preventif terhadap kemungkinan munculnya proses percaloan berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
Visi yang baik pun tidak akan membuat kemajuan yang signifikan apabila tidak didukung dengan langkah – langkah (misi) yang tepat. Berikut misi yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi diatas, antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Daerah
2. Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi

3. Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan PNS

4. Meningkatkan Pelayanan Prima Administrasi Kepegawaian
TABEL 2.1

HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BKPSDM KABUPATEN TEMANGGUNG

	VISI: Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintah yang Bersih, Transparan, Tidak KKN dan Berorientasi pada Pelayan Publik

	No.
	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	1
	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Daerah
	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme dan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

	2
	Meningkatkan Penataan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi
	
	

	3
	Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan PNS
	
	

	4
	Meningkatkan Pelayanan Prima Administrasi Kepegawaian
	
	



Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator

	
	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur di Kabupaten Temanggung
	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional

	
	
	
	Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa

	
	
	
	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

	
	
	
	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS

	
	
	
	Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong

	
	
	
	persentase PNS Lulusan S1

	
	
	
	Persentase PNS Lulusan S2/ S3

	
	
	
	Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu

	
	
	
	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu



Perjanjian Kinerja  pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, Dokumen RKPD Tahun 2018 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2018, serta dokumen APBD Tahun 2018. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Target 2018
	Rumus
	SUMBER DATA

	1
	2
	3
	4
	7
	8

	1
	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur di Kabupaten Temanggung
	1
	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
	1,9
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dibagi jumlah PNS dikali 100%
	Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai

	
	
	2
	Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa
	3
	Jumlah PNS yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dibagi Jumlah PNS dikali 100% 
	Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai

	
	
	3
	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
	34
	Jumlah Pejabat Struktural yang telah lulus Diklatpim dibagi Jumlah pejabat struktural dikali 100%
	Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai

	
	
	4
	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS
	95
	Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100%
	Bidang Pembinaan dan Inka

	
	
	5
	Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong
	90 
	Jumlah jabatan terisi dibagi jumlah jabatan struktural dikali 100%
	Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai

	
	
	6
	Persentase PNS Lulusan S1
	58 
	Jumlah PNS lulusan S1 dibagi jumlah PNS dikali 100%
	Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai

	
	
	7
	Persentase PNS Lulusan S2/ S3
	5,1 
	Jumlah PNS lulusan S2/S3 dibagi jumlah PNS dikali 100%
	Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai

	
	
	8
	Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu
	55
	Jumlah realisasi SK KP tepat waktu dibagi jumlah realisasi SK KP dikali 100%
	Bidang Administrasi dan Formasi pegawai

	
	
	9
	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu
	100 
	Jumlah realisasi SK Pensiun tepat waktu 304 SK dibagi jumlah realisasi SK pensiun dikali 100%
	Bidang Administrasi dan Formasi pegawai



Berikut beberapa aplikasi yang digunakan dalam rangka mewujudkan visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , yaitu :
· Sistem Informasi Surat Masuk, sebagai instrumen untuk mencatat semua surat masuk sekaligus guna meminimalisir kesalahan dalam distribusi informasi surat masuk antar lini jabatan.
· Sistem Informasi P2KP (Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai), guna mengakomodir sekaligus mempermudah pembuatan P2KP pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai wujud pelaporan kinerja tahunan pegawai.

· Aplikasi e-Absensi, guna memantau kehadiran PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dan sebagai bahan pembinaan terhadap PNS yang menunjukan pola pelanggaran berkaitan dengan kehadiran di OPD masing-masing.

· Aplikasi SIMPEG, guna mengukur kekuatan PNS untuk tiap-tiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sekaligus sebagai data utama dalam proses mutasi / rolling pegawai dalam daerah.

· Aplikasi e-Kinerja, guna memonitoring dan memantau kinerja yang dilakukan oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten temanggung.

· Aplikasi Peluk ASN, guna mengakomodir keluhan / masukan dari PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten temanggung

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 10 program 44 kegiatan yang didukung oleh APBD dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 3.498.866.800,- (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.440.227.632,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Bupati Temanggung Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.
BAB II





2.1 Rencana Kinerja 





A. Indikator Kinerja Utama





B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018





2.2 Instrumen Pendukung Kinerja





2.3 Perjanjian Kinerja










